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ABSTRACT
A policy evaluation on the minimarket management in Bandung regency is needed because the minimarket has been running more than nine years, but the policy implementation on the minimarket management still cause problems. Therefore, this study sought to answer what a policy on the minimarket management is not optimal. Theory used as a reference for analyzing is the theory of policy evaluation from William N. Dunn, includes criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriatness.

This research aims to study and analyze the evaluation of policy implementation minimarket in Bandung regency in the study Public Administration. This research was designed with a qualitative approach with descriptive methods. The technique of collecting data through interviews, observation, focus group discussion, study literature / documentation. Informant in this research are all concerned, both from government officials, retailers and other stakeholders through a qualitative approach to the analysis done by collecting data, process, analyze, interpret, and concluded.
Based on the results of this research, it can be argued that the policy evaluation on the minimarket management which include:  effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriatness of research results. Shows that the entire aspect’s been implemented but adequacy, equity, and appropriateness not yet optimal. The results of the study authors find novelty: communication, coordination and partnership. It is still visible need for improvement such as the need for communication and coordination between Department of Trade and Industry of Bandung regency and Department of Investment and One Stop Integrated Service of Bandung regency, where Department of Trade and Industry of Bandung regency as an endorsement of establishment minimarket, there is no prohibition zone is done by entrepreneurs minimarket, and the responsiveness of employers minimarket is still not optimal with regulations, need coaching stalls and traditional stores because competitiveness is still weak. Also found new concepts that need to be developed, ie the partnership between minimarket with small stalls / retailers and the public.
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1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan minimarket yang sedemikian pesat sampai pelosok desa merupakan cikal bakal terjadinya perubahan dalam pola budaya terutama kebiasaan masyarakat dalam berbelanja dan untuk kebutuhan sehari-hari. Maka paling bersinggungan dengan berdirinya minimarket di setiap lokasi adalah para pedagang kecil berbentuk warung/toko tradisional. Persinggungan itu karena masyarakat konsumen yang awalnya berbelanja pada warung/ toko tradisional beralih ke minimarket. Hal ini yang akan mengakibatkan timbulnya konflik antara toko modern dengan pedagang eceran tradisional, karena merasa tidak berdaya dalam menghadapi persaingan tidak seimbang.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di Bidang Sarana Pengembangan Perdagangan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, ternyata penerbitan rekomendasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut:

1) Masih ada petugas yang kurang teliti dalam memeriksa persyaratan pengajuan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dari pemohon. Contoh : Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) tidak sesuai dengan peruntukannya.

2) Berdasarkan hasil pendataan ulang Diskoperindag terdapat 347 gerai minimarket di wilayah Kabupaten Bandung. Dari jumlah tersebut, hanya 168 di antaranya telah berizin lengkap (Pikiran Rakyat, 6-12-2013)

3) Menurut Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bandung mengatakan masih banyak minimarket belum berizin yang sedang didata agar bisa menyelesaikan administrasinya, dan pihaknya akan segera melakukan evaluasi keberadaan minimarket termasuk yang masih baru. Semua akan disesuaikan dengan dengan kuota minimarket di Kabupaten Bandung yang tengah disusun. Saat ini Diskoperindag tengah menyusun draft tentang jumlah minimarket yang layak ada di 31 kecamatan. (Republika, 27-11-2016)

4) Ketepatan waktu dalam menerbitkan rekomendasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) belum optimal, dalam arti masih terdapat penerbitan rekomendasi yang melebihi 21 hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Menurut anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Yayat Sumirat mengatakan dari 300 minimarket yang tersebar di 31 Kecamatan, tidak sampai 50 persen telah memiliki izin. Jelas hal ini merupakan kegiatan ilegal tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak (Bandung ekspres, 3-3-2015).

6) Jumlah minimarket yang semakin bertambah banyak sehingga dapat menyebabkan berkurangnya eksistensi warung-warung kecil di sekitarnya, contohnya seperti di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terdapat banyak jumlah minimarket.

Kondisi tersebut di atas, berdasarkan asumsi penulis salah satunya disebabkan oleh evaluasi kebijakan tentang penataan minimarket yang belum berjalan secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari data sebagai berikut:

1) Kemampuan sumber daya pelaksana yang masih terbatas dalam hal mengimplementasikan kebijakan penataan minimarket masih adanya perbedaan persepsi. Contoh: masih adanya perbedaan interpretasi terhadap radius jarak antar pasar tradisional dengan pasar modern.

2) Kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan tersebut kepada para pelaksana dan juga calon pemohon. Contoh: menginformasikan persyaratan pendirian minimarket.

3) Sikap para pelaksana yang kurang responsif terhadap situasi dan kondisi di lapangan khususnya dalam menganalisis kondisi suatu daerah yang akan dijadikan tempat minimarket. Contohnya : di Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung terdapat minimarket yang belum memiliki ijin pembangunan selain itu, warga setempat merasa terganggu dengan adanya pendirian minimarket tersebut karena dapat mempengaruhi warung-warung kecil yang berada disekitarnya. 
Animo masyarakat untuk berbelanja di minimarket disebabkan beberapa faktor, yaitu minimarket mudah dijangkau karena ada dimana-mana tidak berdasarkan zonasi bahkan adanya minimarket yang satu dengan yang lainnya saling berdempetan atau bersebrangan, bahkan berdekatan dengan pasar tradisional, kebersihan dan kenyamanan dalam hal transaksi jual beli lebih mudah dan nyaman, waktu jam buka dan tutup tidak dibatasi jam berapapun yang mana pembeli dapat berbelanja karena ada minimarket yang buka 24 jam. 
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas dan fokus penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Sebagai pernyataan masalah (Problem Statement) adalah evaluasi kebijakan tentang penataan minimarket di Kabupaten Bandung yang belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian penulis mengemukakan pertanyaan penelitian (Research Question) sebagai berikut:

1) Bagaimana kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Bandung yang diukur berdasarkan aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan?

2) Faktor-faktor apa saja yang menjadikan penataan minimarket kurang tercapai di Kabupaten Bandung?

3) Model apa saja yang dilakukan dalam penerapan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1) Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jelas gambaran dan penjelasan mengenai evaluasi kebijakan tentang penataan minimarket di Kabupaten Bandung

2) Untuk dapat mengetahui dan memahami konsep baru bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai evaluasi kebijakan tentang penataan minimarket di Kabupaten Bandung.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

(1) Dengan penelitian ini dapat menambah wawasan baru, baik dalam teori yang dapat diterapkan dalam evaluasi kebijakan tentang penataan pembinaan minimarket, sehingga dapat menambah pembendaharaan bagi keluasan ilmu administrasi publik.

(2) Bagi para peneliti yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan publik, khususnya mengenai evaluasi kebijakan yang terkait dengan penataan dan pembinaan minimarket dengan menggunakan teori dan pendekatan yang lain.
2) Kegunaan Praktis
(1) Untuk memperoleh data dan informasi yang berguna sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam bentuk rekomendasi kepada pengambil kebijakan dan evaluator dalam mengambil langkah yang lebih tepat berkenaan dengan evaluasi kebijakan tentang penataan minimarket di Kabupaten Bandung.

(2) Dengan menelaah teori-teori yang ada, diharapkan dapat menjawab masalah yang selama ini belum teratasi, yaitu dalam evaluasi kebijakan tentang penataan minimarket di Kabupaten Bandung.
(3) Bagi masyarakat dan sektor swasta sebagai bahan masukan dan sumber informasi yang memberikan kontribusi mengenai penataan dan pembinaan minimarket di Kabupaten Bandung.
2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum menurut Anderson (1975:151) pengertian evaluasi kebijakan adalah : “The appraisal or assessment of policy, including its content implementation and impact”. Berdasarkan pendapat tersebut, evaluasi kebijakan merupakan suatu kebijakan yang menyangkut penilaian atau menguji suatu kebijakan termasuk isi, implementasi dan dampak dari suatu kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu  kegiatan yang bersifat fungsional, dalam artian  bahwa evauasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir melainkan seluruh proses kebijakan, sehingga evaluasi kebijakan meliputi masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa evaluasi kebijakan sama pentingnya dengan perumusan dan implementasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik yang berguna untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi beragam, Dunn (2003:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (apparsial), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.”

Dari landasan teoritis di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan memiliki makna yang luas. Kegiatan evaluasi kebijakan bersifat menyeluruh mulai dari perumusan kebijakan, isi kebijakan, implementasi kebijakan sampai kepada dampak yang dihasilkan dari diberlakukannya kebijakan tersebut. Jadi melakukan evaluasi kebijakan lingkup bahasannya seuruh proses kebijakan.  Menurut Dunn dalam melakukan evaluasi kebijakan ada 6 (enam) criteria yang harus dipenuhi, yaitu:
Tabel 
Criteria for Evaluation

	Type of Criterion
	Question
	Illustrative Criteria

	Effectiveness
	Has a valued outecomes been achieved?
	Units of service

	Efficiency
	How much effort was required to achieve a valued aoutcome?
	Unit cost

Net benefits

Cost-benefits ratio

	Adequacy 
	To what extent does the achievementof a valued outcome resolve the problem?
	Fixed cost (type I problem)

Fiexed effectiveness (type II problem)

	Equity
	Are costs and benefits distributed equitably among different groups?
	Pareto criterion

Kaldor-Hicks criterion

Rawls criterion

	Responsiveness  
	Do policy outcome satisfy the needs, preferences or values of particular groups?
	Consistency with citizen survey

	Appropriateness
	Are desired outcomes (objectives) actually worthy or valueable?
	Public programs should be equitable as well as efficient


Sumber : William N. Dunn (2012:358).
Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan landasan teoritis penelitian saat ini menggunakan definisi evaluasi kebijakan menurut Dunn, yaitu evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil sebuah kebijakan.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan Peraturan Menteri RI No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan ini telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna dalam arti kata permasalahan kebijakan yang ada di masyarakat dapat diatas. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kebermaknaan sebuah kebijakan menggunakan 6 kriteria yang dikemukakan Willian N. Dunn, yaitu effectiveness, effeciency, adequacy, equity, responsiveness, dan appropriateness.

3. METODE PENELITIAN
Metode peneltian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan secara komprehensif, mendalam, alami dan apa adanya tentang evaluasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Bandung. Metode deskriptif digunakan untuk melihat kondisi di lapangan dan menemukan fakta dengan menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat fenomena-fenomena yang ada di lapangan. 

Secara metodologis, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yang berupaya untuk mengungkapkan secara mendalam realita fenomena sosial mengenai kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Bandung yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan tersebut secara menyeluruh sangat kompleks untuk dideskripsikan secara pendekatan kuantitatif.

4. PEMBAHASAN
A. Evaluasi Kebijakan Penataan Minimarket di Kabupaten Bandung

Dalam kaitan dengan evaluasi kebijakan penataan minimarket, dengan merujuk pada pendapat Dunn (2012:358), ada 6 (enam) criteria yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Effectiveness, (2) Efficiency, (3) Adequacy, (4) Equity, (5) Responsiveness, (6) Appropriateness. Keenam hal tersebut saling terkait dalam pola dan sistem yang penulis jelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Aspek Efektivitas

Untuk menggali pendapat informan yang diperoleh dari jawaban terhadap aspek efektivitas, pertanyaan yang diajukan kepada informan adalah kebijakan toko modern sudah berjalan lebih dari 8 tahun, apakah menurut bapak/ibu tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai?

Menurut Kadisperindag Kabupaten Bandung secara umum tujuan dari kebijakan toko modern/minimarket sudah tercapai, namun disisi yang lain perlu adanya pembenahan seperti harus adanya koordinasi antara Satpol PP, Diskoperindag, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dimana Diskoperindag sebagai yang memberikan rekomendasinya.
 

Sedangkan menurut kelompok pedagang tradisional di daerah Dayeuh Kolot, dengan adanya minimarket yang semakin marak dapat menimbulkan adanya persaingan terutama dalam hal harga. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih mengawasi berdirinya minimarket sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi ternyata terdapat ritel modern yang letaknya saling berdekatan, bahkan hanya dipisahkan oleh berberapa toko seperti minimarket Indomart dengan Alfamart yang terletak di Jl. Kopo Sayati, meskipun berdekatan namun tetap kondusif walaupun terjadi persaingan di antara keduanya tetapi menimbulkan gejolak yang dapat mematikan satu sama lainnya. 
2. Aspek Efisiensi

Pada aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini, efisiensi dinterpretasikan sebagai usaha berupa bentuk dukungan yang diberikan stakeholders dan pihak-pihak terkait lainnya terhadap implementasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar. Dukungan berasal dari kelompok birokrasi, kelompok pengusaha minimarket, kelompok pedagang tradisional dan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dalam kebijakan ini.

Berikut ini hasil pendalaman aspek efisiensi melalui wawancara dengan Kadiskoperindag Kabupaten Bandung :

Tentu saja mendukung atas diberlakukannya kebijakan tentang pembinaan Penataan dan Pengendalian Pasar. Karena tugas pemeritah adalah untuk melindungi, mensejahterakan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam kebijakan ini.

Seluruh masyarkat Indonesia, dalam hal ini seluruh masyarakat Kabupaten Bandung baik pengusaha maupun masyarakat kecil. Dengan bentuk dukungan melaksanakan isi kebijakan dimaksud dengan baik di antaranya dengan arahan partisipatif kepada toko modern untuk senantiasa berperan sebagai pemberdaya warung-warung kecil dan pelaku UMKM. 

Wawancara selanjutnya dengan perwakilan masyarakat pengunjung minimarket bahwa aspek efisiensi juga dapat perhatian dimana mereka mendukung terhadap kebijakan tentang penataan minimarket :

Mendukung, karena kebijakan tersebut sebagai aturan untuk mengatur penataan dan pertumbuhan minimarket, sehingga apabila kebijakan tersebut berjalan dengan semestinya dapat menghasilkan persaingan yang seimbang antara toko modern dan pasar tradisional.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara umum semua kelompok informan mendukung atas diberlakukannya kebijakan tentang Pembinaan Penataan dan Pengendalian Pasar. Kontribusi bentuk dukungan yang diberikan beragam, mulai dari menyiapkan produk-produk aturan kalau memang diperlukan, sepanjang aturan itu ada di batas kewenangan Presiden seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau perubahan dari Peraturan Pemerintah yang sudah keluar dan seterusnya.

3. Aspek Kecukupan

Aspek kecukupan untuk mencermati seberapa jauh capaian hasil kebijakan dalam memecahkan masalah. Dalam penelitian ini diinterpretasikan sebagai bentuk capaian hasil kebijakan dalam memecahkan permasalahan kegiatan usaha ritel seperti dengan diimplementasikannya kebijakan ini dapat mewujudkan iklim usaha ritel yang kondusif, sehingga memberikan hasil positif terhadap perkembangan dunia usaha ritel. Dalam hal ini difokuskan kepada upaya perkembangan usaha toko modern dan pasar tradisional. Berikut ini hasil wawancara tentang aspek kecukupan dengan perwakilan informan Kelompok Pemerintah :

Dengan diberlakukannya kebijakan toko modern tentunya mempunyai dampak positif terhadap perkembangan pasar ritel modern karena mereka mempunyai payung hukum meskipun harus tetap memenuhi segala persyaratan dalam kebijakan dimaksud.

Dengan evaluasi kebijakan tersebut tidak selalu membuat perkembangan minimarket menjadi kondusif karena menjadi pro kontra antar pemangku kepentingan, dan arah kebijakan pemerintah daaerah mengandung azas keseimbangan dimana kebijakan nasional (pusat) dapat diimplementasikan yang disesuaikan dengan kondisi (kearifan lokal). 

Selanjutnya hasil wawancara dengan perwakilan pedagang tradisional:

Untuk usaha yang sifatnya dikuasai oleh toko modern belum memperlihatkan dampat positif karena supermarket dan hypermarket, mereka dapat berkolaborasi dengan produsen dimana mereka dapat menentukan produsen-produsen sasarannya yang hanya memberikan atau mensuplay terhadap lingkungannya dan tidak lepas dan tidak dilepas ke pasar tradisional yang dibutuhkan oleh rakyat. Diberlakukannya kebijakan tentang toko modern dirasakan masih kurang pengawasan dalam implementasinya, dimana masih banyak pengusaha-pengusaha minimarket yang tidak berizin.

Hasil penelitian menunjukkan adanya sudut pandang yang berbeda terhadap keberadaan ritel modern dan pasar tradisional. Hal penelitian memperlihatkan bahwa diimplementasikannya kebijakan tersebut membuat persaingan di antara ritel modern lebih kondusif. Sedangkan untuk pasar tradisional belum menunjukkan tingkat kondusif. Hal ini disebabkan adanya perubahan budaya belanja masyarakat.
4. Aspek Perataan

Untuk melihat apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Untuk hal ini William N. Dunn memberikan referensi kriteria lebih mengarah pada persoalan keseimbangan atau pemerataan dalam hal penerimaan keuntungan di bidang ekonomi.

Dalam penelitian ini diinterpretasikan sebagai aspek kepuasan pelaku usaha dan masyarakat dari diberlakukannya Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009. 

Hasil wawancara dengan informan selaku pembuat kebijakan, menjelaskan :

Secara formal perlu mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 tetap merasa kurang puas atau merasa masih sangat prihatin tapi yang kita nilai kinerjanya adalah lembaga yang ditugaskan oleh peraturan ini untuk mengimplementasikan belum mencapai tujuan.

Adapun Hasil wawancara dengan Kabag Perizinan, yaitu sebagai berikut:

Kebijakan tersebut perlu ada, karena mengatur mengenai perizinan tentang penataan minimarket, sehingga berdirinya minimarket sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Hasil penelitian evaluasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Bandung berupa produk ekonomi yaitu menghasilkan keseimbangan ekonomi bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Penggunaan kriteria pengukuran yang dikemukakan oleh Dunn dapat digunakan dalam penelitian ini. 
5. Aspek Reponsivitas

Aspek ini untuk melihat apakah hasil kebijakan dapat memuaskan kebutuhan stakeholders atau nilai-nilai kelompok tertentu. Dalam hal ini diinterpretasikan sebagai kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan keinginan, kebutuhan atau pilihan stakeholders atau kelompok-kelompok itu sendiri. Hasil yang diperoleh berupa informasi tujuan non formal yaitu tujuan yang secara eksplisit yang diinginkan pelaku kebijakan dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung selaku pembuat kebijakan, menjelaskan:

Jika secara formal saya sangat mendukung dengan keberadaan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 karena kita perlu melindungi masyarakat kita dari hal-hal persaingan tidak sehat. Peraturan ini sangat diperlukan. Hambatan – hambatan dalam implementasi selalu harus kita lakukan kaji ulang atau kita evaluasi untuk memperbaiki, karena ini merupakan peraturan yang sangat penting, jadi ini perlu waktu yang cukup panjang untuk mengimplementasikan ini sambil melakukan revisi untuk kekurangan-kekurangan yang diatur dalam undang-undang.
 

Adapun menurut Kabid Usaha Diskoperindag Kabupaten Bandung menyatakan :

Perlu untuk memperhatikan kebijakan tentang pembangunan, penataan toko modern. Selain itu, dalam proses birokrasi perijinan harus sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Perlu adanya koordinasi antara Diskoperindag, Perijinan dan masyarakat dalam pembenahan minimarket ini.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung kepada fungsi masyarakat sebagai alat pengontrol, yaitu dapat memberikan umpan balik pengawasan terhadap tujuan terutama pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam organisasinya yang didukung oleh masyarakat dalam melaksanakan program kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka sebagai bagian dari sumber daya, keberadaan serta kemampuan pegawai dalam suatu organisasi sangat penting bagi peningkatan produktivitas kerja di dalam organisasinya.

6. Aspek Ketepatan

Aspek Ketepatan ini dimaksudkan untuk menggali informasi kepada informan terhadap tingkat kemanfaatan tujuan formal dari kebijakan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar dilihat dari keinginan stakeholders.

Berikut hasil wawancara mengenai aspek ketepatan dengan informan dari aparatur pemerintah :

Manfaat dari kebijakan tersebut atas sebagai petunjuk/pedoman dalam memberikan solusi ketika terjadi permohonan. Rekomendasi dari pengusaha dan menjawab pertanyaan masyarkat tentang keberadaan toko modern.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberi perlindungan  kepada pedagang kecil dengan memberdayakan UMKM dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan melihat manfaat dari Peraturan penataan minimarket. mereka bahkan sepakat untuk terus mendukung, sehinga pemerataan di bidang usaha dapat terwujud. Untuk itu dibutuhkan sinergi antara pengusaha besar, pengusaha menengah dan pengusaha kecil. 
B. Faktor-faktor yang Menjadikan Penataan Minimarket Kurang Tercapai di Kabupaten Bandung.

Faktor-faktor yang menjadikan penataan minimarket kurang tercapai di Kabupaten Bandung dilihat dari segi :

1. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Teknologi

Kondisi masyarakat kabupaten yang lebih cenderung terbuka menghadapi perubahan dengan mudah bisa menerima pengaruh-pengaruh dari luar; tak pelak faktor-faktor negatif pun bisa mempengaruhi karakter masyarakatnya. 
2. Dukungan Publik

Pada dasarnya hakikat perhatian publik bersifat sementara, atau barang kali mengikuti suatu siklus tertentu, menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk berhasilnya suatu implementasi kebijakan, setiap kegiatan pelaksanaan selalu membutuhkan adanya sentuhan-sentuhan dukungan dari masyarakat atau publik.
3. Sikap dan Sumber-Sumber yang Dimiliki Kelompok-Kelompok

Sikap merupakan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Menurut Gibson (1990:63): “Sikap adalah kesiap-siagaan mental yang dipelajari dan diorganisir melalui pengalaman, dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain”.

4. Dukungan Dari Pejabat Atasan

Kesiapan agen pelaksana dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari sumber daya yang memadai dari sumber daya yang harus disuplai dengan resources yang cukup, seperti: 1) human resources (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya); 2) financial resources; 3) technological resources; dan 4) phsicological resources.
5. Komitmen dan Kemampuan Kepemimpinan Pejabat-Pejabat pelak-sana

Kemampuan pimpinan dalam menjalankan implementasi kebijakan pemberian izin pendirian pasar modern/minimarket sangat menentukan efektif atau tidaknya sebuah proses kebijakan. Pimpinan sebagai pemegang otoritas kekuasaan dan sebagai perumus kebijakan sebagaimana ditegaskan oleh Parsons (1994:375) bahwa lebih ditekankan pada locus, yatu struktur dimana otoritas (kewenangan/kekuasaan) itu ditempatkan. Artinya seperti apa struktur DPMPTSP Kabupaten Bandung sebagai pengelolaan perumusan kebijakan pemberian izin pendirian pasar modern/minimarket. 

C. Model dalam Penerapan Kebijakan Penataan Minimarket di Kabupaten Bandung.
Diperlukan adanya model dalam penerapan kebijakan minimarket. Dengan model tersebut diharapkan dapat mengetahui performance dari diimplementasikannya kebijakan tersebut. Dari sisi regulasi tersebut, pemerintah berharap peraturan-peraturan tersebut dapat berdampak positif terhadap perkembangan pasar tradisional, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk bisnis ritel. tradisional. Dalam model tersebut peneliti menggunakan modifikasi teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Berikut disajikan model dari modifikasi teori evaluasi kebijakan William N Dunn :
[image: image1.emf]
D. Novelty Koseptualisasi Penataan Minimarket di Kabupaten Bandung

Novelty adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar dan Peraturan Bupati Bandung No. 60 Tahun 2014. Hasil penelitian evaluasi kebijakan penataan minimarket dengan menggunakan teori William N Dunn, penulis menemukan novelty sebagai berikut:

1. Koordinasi
Penataan minimarket agar berjalan dengan efektif dan efisien diperlukan adanya koordinasi dari pihak-pihak terkait antara DPMTSP, Disperin, maupun Satpol PP, karena untuk menghadapi permasalahan penataan minimarket di Kabupaten tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. 
2. Komunikasi
Komunikasi yang kurang baik akan menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Bandung. Komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan kejelasan informasi, transformasi informasi, konsistensi informasi. Untuk itu diperlukan adanya komunikasi baik antar instansi terkait, pihak pemerintah dengan pengusaha minimarket dan pedagang tradisional maupun antara pengusaha minimarket  dengan pedagang tradisional.
3. Kemitraan
Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/Per/12/ 2013 mensyaratkan adanya kerjasama pasar modern dengan pasar tradisional. Pusat-pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penataan minimarket meliputi, efektivitas, efsiensi, kecukupan, perataan, reponsivitas dan ketepatan sudah dijalankan, tetapi masih perlu adanya upaya perbaikan.

1) Berdasarkan hasil jawaban responden tingkat efektivitas, efisiensi kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, pada kebijakan penataan minimarket seluruh aspek tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut:

(1) Aspek efektivitas menunjukkan bahwa, tujuan formal dari kebijakan penataan minimarket sudah tercapai.
(2) Aspek efisiensi menunjukkan bahwa, seluruh responden mendukung implementasi kebijakan penataan minimarket sebagai pedoman bagi para pelaku usaha dan untuk menciptakan persaingan yang sehat.
(3) Pada aspek kecukupan secara keseluruhan responden menyatakan bahwa, persaingan antara pasar tradisional dan minimarket dinilai masih belum kondusif.

(4) Aspek perataan menunjukkan bahwa, kebijakan penataan minimarket diperlukan namun dalam pelaksanaanya masih belum optimal.

(5) Aspek responsivitas menunjukkan bahwa, tujuan formal dari kebijakan penataan minimarket sudah sesuai tetapi untuk kelanjutannya masih perlu direvisi.

(6) Aspek ketepatan menunjukkan bahwa, diberlakukannya kebijakan penataan minimarket memberikan manfaat, yaitu sebagai petunjuk/pedoman dalam memberikan solusi ketika terjadi permohonan, tetapi dalam implementasinya masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah minimarket yang tidak memiliki ijin usaha.
2) Kurang optimalnya penataan minimarket dapat dilihat dari faktor-faktor yang menjadikan penataan minimarket kurang tercapai di Kabupaten Bandung dilihat dari segi :
(1) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Teknologi
(2) Dukungan Publik
(3) Dukungan Dari Pejabat Atasan
(4) Komitmen dan Kemampuan Kepemimpinan Pejabat-Pejabat pelak-sana
3) Untuk mengahadapi permasalahan dalam penataan kebijakan minimarket diperlukan adanya model dalam penerapannya. Dengan model tersebut diharapkan dapat mengetahui performance dari diimplementasikannya kebijakan tersebut. Dari sisi regulasi, pemerintah berharap peraturan-peraturan tersebut dapat berdampak positif terhadap perkembangan pasar tradisional, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk bisnis ritel. tradisional. 
4) Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar dan Peraturan Bupati Bandung No. 60 Tahun 2014, regulasi ini diyakini dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem perdagangan yang adil bagi semua pihak yang terkait dalam jangka panjang. Untuk pengaturan sistem zonasi sendiri, lokasi toko modern harus mengacu pada Rencana Tatat Ruang Wilayah Kota/Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Hasil penelitian evaluasi kebijakan penataan minimarket dengan menggunakan teori William N Dunn, penulis menemukan novelty, yaitu komunikasi, koordinasi dan kemitraan.
B. Saran

1) Secara internal Pemerintah Kabupaten Bandung perlu melakukan peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang pelayanan publik, khusunya terhadap dunia usaha (minimarket). 
2) Perlu lebih meningkatkan kerjasama antara minimarket sebagai ritel modern, pasar tradisional dan pedagang eceran/toko kelontong, sehingga ritel modern (minimarket) menjadi mitra kerja bagi pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional dan pedagang eceran/toko kelontong.

3) DPMPTSP Kabupaten Bandung yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberian izin pendirian toko modern/minimarket dengan prosedur dan mekanisme yang lebih terarah, sehingga harapan masyarakat terhadap keberadaan toko modern/minimarket sesuai engan zonasi dan aturan yang berlaku.

4) Dalam meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah dengan stakeholders perlu mengkaji kewenangan masing-masing dinas terkait dalam pembagian tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi adanya penyimpanga-penyimpangan dalam hal pemberian izin pendirian toko modern/minimarket di Kabupaten Bandung. 
5) Perlu lebih meningkatkan kemitraan antara toko modern/minimarket dengan prinsip saling menguntungkan, prosedur yang jelas, wajar dan transparan. 
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� Wawancara dengan kepala Diskoperindag Kabupaten Bandung tanggal 5 Mei 2016


� Wawancara dengan kelompok pedagang tradisional Dayeuh Kolot tanggal 6 Mei 2016


� Wawancara dengan Kadiskoperindag Kabupaten Bandung tanggal 5 Mei 2016


� Wawancara dengan perwakilan masyarakat pengunjung minimarket tanggal 25 mei 2016


� Wawancara dengan Kadiskoperindag Kabupaten Bandung tanggal 5 Mei 2016


� Wawancara dengan pedagang di Dayeuh Kolot tanggal 10 Mei 2016


� Wawancara dengan DPRD tanggal 10 Juni 2016


� Wawancara dengan Kabag Perizinan tanggal 13 Juni 2016


� Wawancara dengan Kepala BPMP Kab. Bandung  Tanggal 29 Mei 2016


� Wawancara dengan Kadiskoperindag Kabupaten Bandung Tanggal 29 Mei 2016


� Hasil Wawancara dengan Kadiskoperindag Kabupaten Bandung 29 Mei 2016
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